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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan sunatullah yang diperintahkan oleh 

Allah SWT kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat. Yatitu dengan mendirikan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warrahmah. Perkawinan mempunyai pengaruh 

yang sangat besar bagi kehidupan manusia, karena itu perkawinan 

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan 

perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-

rukunnya. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan umum huruf (h) 

dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil 

untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mmepunyai orangtua 

atau orangtuanya yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia, mengakui bahwa 

wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan 

tidak sah jika tanpa wali. Perwalian beda agama banyak terjadi, 

sehingga tidak jarang hlm ini membuat sulit kedua pasangan untuk 

melaksanakan pernikahan. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul 

fenomena maupun masalah fikih khususnya dalam hlm perkawinan 

yang ketentuannya tidak tertulis secara tegas baik dalam Al-Qur‟an dan 

hadis. Hlm ini yang mendorong para ulama untu melakukan ijtihad. 

Dalam kajian Maqashid Syariah dijelaskan bahwa semua hukum yang 

diterapkan oleh Allah, semua mempunyai maksud dan tujuan, tinggal 

bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-

teks syariat. 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah 

penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan 

perbandingan (comparative). Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah studi kepusakaan, untuk mendapatkan teori-

teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan yang ditulis dalam 

penelitian ini dari buku karangan kedua tokoh yaitu al-Muwafaqqat Fi 

Ushul al-Syari‟ah dan Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law 

A System Approach,(London: The International Institute of Islamic 

Though 

Hasil penelitian mengenai wali nikah beda agama menurut Asy-

Syatibi wali nikah termasuk dalam hifdzu nasl (menjaga keturunan), 

yang mana jika tidak ada wali maka pernikahan tidak bisa 

dilaksanakan, karena wali adalah salah satu rukun nikah. Wali yang 

berbeda agama dengan mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali 
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nikah , karena syarat wali nikah adalah beragama Islam. Jika wali yang 

paling dekat dengan mempelai perempuan tidak ada yang bergama 

Islam, maka ia boleh menggunakan wali hakim. Sedangkan menurut 

Jasser boleh menikah dengan wali yang berbeda agama karena cakupan 

maqashid Jasser lebih menkenkan kepada development dan right 

(pelestarian dan hak) 

Kata Kunci: Wali Nikah Beda Agama, Maqashid Syariah, Syarat 

Wali Nikah 
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MOTTO 

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 

golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat 

menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah: 122) 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke 

dalam tulisan bahasa lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud 

adalah prngalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latn. Penulisan 

transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis 

besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan ا

  Bā‟ B Be ب

  Tā‟ T Te ت

 Śā‟ Ś s (dengan titik diatas) ث

  Jim  J Je ج

 ح
Hā‟ h a‟ 

h (dengan titik 

dibawah)  

 Khā‟ Kh Ka dan ha خ

  Dal  D De د

 Źal Ź z (dengan titik diatas) ذ

  Rā‟ R Er ر

  Zai Z Zet ز

  Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 S ād S  s (dengan titik ص
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dibawah) 

 ض
D ād  D  

d (dengan titik 

dibawah) 

 ط
T ā‟ T   

t (dengan titik 

dibawah) 

 ظ
Z ā‟ Z   

z (dengan titik 

dibawah) 

 Ayn  „ Koma kebalik keatas„ ع

  Gayn  g Ge غ

  Fā‟ f Ef ف

  Qāf q Qi ق

  Kāf k Ka ك

  Lām l El ل

  Mīm m Em و

ٌ Nūn n En  

  Wau w W و

ِ Hā‟ h Ha  

  Hamzah ‟ Apostrof ء

ً Yā y Ye  

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengan atau akhir, maka ditulis 

tanda (‟ ). 

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal tunggal (monoftong) 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Fathah A A 

Kasrah I I 

D ammah U U 

 

Contoh: 

 - kataba    - fa‟ala 

2. Vokal rangkap (diftong) 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٌْ  Fathah dan ya Ai A dan I ىَ

 Fathah dan wau Au A dan U ىَوْ

Contoh: 

َْفَ َْوْلَ   kaifa - كَ  – haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

. . َ.ى   . . . |ا َ
Fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis diatas 

ِ ى Kasrah dan ya Ī i dan garis diatas 

ُ و

D ammah dan 

wau 

 

ū 

 
u dan garis diatas 
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Contoh: 

 ramā - رَيَي   māta - يَاتَ

َْمَ ًُوْتُ    qīla - لِ ٍَ – yamūtu 

 – māta    - ramā 

 - qīla     - yamūtu 

 

D. Ta’ Marbūah 

Transliterasi untuk ta‟ marbūah ada sua, yaitu ta‟ marbūah 

yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan d  ammah, 

transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta‟ marbūah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh:  

 raud ah al-at fāl – رَوْضَةُ الأطْفَالِ

َُةُ انْفَاضِهَةُ ٍْ ًَدِ  al-madīnah al-fād ilah – اَنْ

ًَةُ  al-h ikmah – اَنْحِكْ

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangan dengan sebuah tanda tasydīd ()ّ, dalam transliterasi 

dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang 

berarti syaddah. Contoh: 

َُا   rabbanā - رَبََُّا َْ  najjaīnā - ََجَّ

al-h - اَنْحَكُّ  aqq   ُّاَنْحَج - al-h  ajj 

Jika huruf  ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (ّىِي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ - عَهِيٌّ

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ – عَرَبِيٌّ
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf 

syamsyiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya, kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-

). Contoh: 

ًْسُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) - اَنشَّ

 al-falsafah - اَنْفَهْسَفَةُ

 al-bilādu - اَنْبِهَادُ

 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof  (‟ ) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, iya tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: 

ٌَ  ta‟murūna - تَأيُرُوْ

 ‟al-nau - اَنَُّوْءُ

ٌْءٌ  syai‟un - شَ

رْتُأُيِ  - umirtu  

 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat dalam bahasa Arab yang di 

transliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat, yang belum dibakukan 

dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 
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sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Sunnah, 

khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. 

Contoh: 

 ī   ilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-„Ibārāt bi „umūm al-laf   lā bi khus ūs  al-sabab 

 

I.  a    al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud āf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh: 

ِّ ٍُ انهّ ٍْ ِّ   dīnullāh - دِ  billāh - بِانهّ

Adapun ta‟ marbūah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz   

al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh: ِّ ًَةِ انهّ ٌْ رَحْ ُْىْ فِ  - 

hum fī rah matillāh 

 

J. Huruf Kapital 

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pediman Ejaan Bahasa 

Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama (orang, tempat, bulan, hari) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huru awal 

nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 
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huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Abū  as r al- arābī 

Inna awwala baitin wud i„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramad ān al-lażī un ila fīh al-Qur‟ān 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu 

hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki 

dan perempuan , akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak 

sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga 

memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
1
 Perkawinan 

merupakan sunatullah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada 

hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, 

yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah. Perkawinan dalam literaur fikih disebut dua kata, yaitu 

“nikah” dan “zawaj”.
2
 Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an. Allah SWT 

berfirman: 

3

 

Rasulullah SAW bersabda: 

                                                           
1
 Ahmad Fuadi, “Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Perkawinan 

Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” Tesis, IAIN 

Bengkulu (2016), hlm. 1. 
2
 Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab dan 

Hukum Positif,”  Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2011), hlm. 2. 
3
 Ar-Rum(30): 21 
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Dari ayat dan diatas, telah dijelaskan bahwa Allah telah 

meciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan agar bisa membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan hadits diatas 

menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintah umatnya barang 

siapa yang suda mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. 

Karena menikah itu lebih dapat menundukan pandangan mata dan lebih 

dapat memelihara kemaluan. 

Pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kelangsungan 

keturunan manusia atau bisa disebut dengan hifdzu nasl. Maka dari itu 

pernikahan tidak dilakukan dengan sembarang yaitu dengan melakukan 

pernikahan yang harus memenuhi syarat dan rukunnya agar pernikahan 

tersebut dianggap sah oleh agama dan negara. Salah satu rukun 

pernikahan adalah adanya wali.  

Perwalian menurut literatur fiqih Islam disebut al-wilayah atau 

walayah. Kata wali berasal dari Arab yang dalam bentuk masdarnya 

adalah al-wali dan jamaknya adalah al-auliya. Kata al-wali merupakan 

merupakan kata dalam bentuk isim fa‟il (orang yang melakukan) dan 

dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai yang 

menolong.
5
 

Sedangkan al-wilayah menurut terminologi dapat dipahami 

sebagai melaksanakan urusan orang lain, yaitu yang diurusi atau 

mengurusi atau mengusai sesuatu (akad/transaksi) inilah yang disebut 

                                                           
4
 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “Bulughul Maram (terjemah)”, (Jakarta 

Timur: Akbar Media, 2018) Cet. 8, hlm. 262. 
5
 Abdul Hasan Ruf, dkk. Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-

Bahasa Melayu, Cet. IV: Penerbit Fajar Bakti, 2006. 
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wali.
6
 Maka wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang 

mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang 

dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara‟.
7
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan umum huruf 

(h) dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil 

untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orangtua 

atau orangtuanya yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum.
8
 

9

Ayat diatas menjelaskan bahwa wali sangat diperlukan dalam 

kehidupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakilnya. 

Wali dibutuhkan ketika seseorang tidak memiliki orang tua ataupun 

memiliki orang tua tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum 

maka dibutuhkan wali yang menggantikan orang tuanya untuk 

melakukan perbuatan hukum itu. 

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak 

hanya dikenal dalam kajian ilmu fiqih saja, akan tetapi juga telah diatur 

secara jelas dalam aturan perkawinan di Indonesia. Tertulis dalam UU 

No 1 Tahun Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa 

pelaksanaan perkawinan haruslah didasarkan atas dasar suka rela dan 

tidak ada unsur paksaan. Dalam hlm ini konsep perwalian  yang ada 

                                                           
6
 Ahmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab...,” hlm. 

14. 
7
 Ibid, hlm. 4. 

8
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia..., hlm. 205. 

9
Al-Baqarah (2): 282. 
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dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa 

seorang wali memiliki tanggung jawab dalam menikahkan perempuan 

yang berada dalam kuasanya.
10

 

Hukum yang berlaku di Indonesia (KHI), mengakui bahwa wali 

merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa 

wali tidak sah. Hlm tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi 

Hukum Islam: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk 

menikahkannya”.
11

 

12

Hadits diatas menjelaskan bahwa bahwa tidak ada pernikahan 

kecuali adanya wali, yang berarti bahwa pernikahan tidak bisa 

dilaksanakan tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali menempati 

kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan. Sebagaimana 

diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan ijab adalah pihak 

perempuan dan yang mengucapkan ikrar qobul adalah pihak laki-laki. 

Pada bagian inilah, peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari 

pihak calon pengantin perempuan.
13

 Secara umum, wali dapat diartikan 

sebagai rasa cinta (mahabbah) dan pertolongan, bisa juga berarti 

kekuasaan dan kekuatan. Ini berarti. Seorang wali adalah orang yang 

                                                           
10

 Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, “Hukum Wali Nikah Perspektif 

Maqashid Syariah,” Tesis, IAIN Metro, Lampung (2018), hlm. 2. 
11

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 Tentang Wali Nikah. 
12

 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram….., hlm. 266. 
13

 Naharia, “Wali Nikah Beda Agama…,” hlm. 1. 
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menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut 

istilah. Kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut 

hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, 

sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin 

perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan 

laki-laki).
14

 

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam sebagai salah satu 

rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi‟i berpendapat bahwa nikah 

dianggap tidak sah atau batal, apabila  wali dari pihak calon pengantin 

perempuan tidak ada. Hlm itu berbeda dengan pendapat Imam Abu 

Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah 

satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa 

wali.
15

 Dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, seorang perempuan yang bapak, paman serta 

saudara-saudara lelakinya berstatus non muslim, dianggap sebagai 

perempuan yang tidak memiliki wali nikah.
16

 Masalah perwalian dalam 

perkawinan masih banyak dipermasalahkan. Disatu pihak ada yang 

berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah 

adalah wali. Dipihak lain ada pula yang berpendapat tanpa adanya wali, 

perkawinan tetap sah bila calon pengantin telah mencapai usia dewasa. 

Adapun batas usia dewasa dalan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 

                                                           
14

 Ibid, hlm. 1. 
15

 Achmad Abidin, “Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda 

Agama Dengan Bapak Kandung menurut Agama Islam,” Skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta (2008), hlm. 9-10. 
16

 Makbul Marzuki, Rizal Darwis, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan 

Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama,” Jurnal IAIN Sultan Amai, 

Gorontalo (2019), hlm.  
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dan BW (Burgelijk wetboek) disebutkan bahwa batas usia dewasa 

adalah 21 tahun.
17

 

Imam Abu Hanifah, untuk menjadi wali harus memenuhi 

syarat-syarat seperti meredke, berakal, dan baligh tanpa membedakan 

orang yang dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. 

Syarat keempat adalah beragama Islam jika orang yang dibawah 

perwaliannya adalah Muslim. Non muslim tidak dapat menjadi wali 

bagi orang muslim
18

 

Perwalian beda agama banyak terjadi, sehingga tidak jarang hal 

ini membuat sulit kedua pasangan untuk melaksanakan perkawinan. 

Belum lagi jika seorang non muslimah masuk kedalam Islam, sehingga 

saat pernikahaan terjadi kesulitan khusunya tentang kedudukan wali 

tersebut. Sebaliknya ketika seorang non muslim masuk kedalam agama 

Islam sementara putrinya tetap pada agamanya. Maka hal itupun 

menjadi masalah dalam perkawinan.
19

 Menurut Imam Abu Hanifah 

wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh 

dan gadis wanita yang sudah janda. Oleh karena itu, proses perkawinan 

tersebut dapat terlaksana. Seseorang boleh menjadi wali nikah bagi 

putrinya yang beragama Islam dengan syarat apabila ia merdeka, 

berakal dan dewasa, dan syarat yang terakhir adalah beragama Islam. 

Namun kenyataannya dalam hidup di dunia ini tidak terlepas dari 

situasi Bergama yang bermacam-macam. Seperti di Indonesia dalam 

realitasnya terdapat bermacam-macam agama. Di Indonesia, telah 

                                                           
17

 Achmad Abidin, “Status wali Nikah Bagi Anak Perempuan…….,” hlm. 2. 
18

 Muksin Nyak Umar, Rini Purnama “Persyaratan Pernikahan Menurut 

Mazhab Hanafi”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, (Januari-

Juni, 2018), hlm.31. 
19

 Naharia, “Wali Nikah Beda Agama……,” hlm. 2. 
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banyak terjadi perkawinan beda agama (pasangan yang berbeda agama 

atau wali nikahnya yang berbeda agama). 

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena 

maupun masalah fiqh khususnya dalam hal perkawinan, yang ketentuan 

hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam al-Qur‟an maupun as-

Sunnah. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum 

dari masalah yang sedang dihadapi tersebut. Hlm inilah yang 

mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad. Dalam kajian 

Maqashid Syariah, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan 

oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal 

bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-

teks syariat.
20

 

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqih modern 

berdasarkan maqashid syariah. Dalam pandangam Jasser Islam adalah 

agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga 

sebagai agama yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan 

manusia atas selaras dan seimbang.
21

 Asy-Syatibi sebagai ulama 

maqashid klasik cara pemahamanya adalah pemahaman terhadap ayat-

ayat Al-Qur‟an perlu pula pemahaman terhadap As-sunnah sebagai 

sumber kedua dalam al-Qur‟an. Dari dua sumber inilah maqashid 

dilakukan.
22

 Dalam memahami maqashid syariah ini, asy-syatibi 

termasuk dalam kelompok ulama ak-Rasikhin yang memadukan dua 

                                                           
20

 Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, “Hukum Wali Nikah Perspektif....,” 

hlm. 7. 
21

 Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah 

(Analisi Pendekatan Sistem Jasser Auda),” Jurnal Studia Islamika, Vol. 13:1 

(Desember 2016), hlm.  
22

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89. 
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pendekatan (zahir al-lafdz dan pertimbangan makna‟illah), yang 

menurutnya sangat berkaitan.
23

 

Landasan Yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam UU 

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI. Namun UU No 1 Tahun 

1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit, mengenai 

perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang ekplisit 

mengatur, mengesahkan maupun melarang perkawinan beda agama. 

Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 menganut sistem norama penunjuk 

pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan 

sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan 

akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan 

hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Berdasarkan rumusan  

UU No. 1Tahun 1974 Pasal 2 dapat disimpulkan secara a contrario 

bahwa perkawinan yang diselanggarakan tidak sesuai dengan hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka 

dapat  dikatakan perkawinan tersebut tidak sah, sedangkan di Indonesia 

enam agama yang diakui, emmeiliki pengaturannya masing-masing dan 

cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum 

Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila 

dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina 

seumur hidup”. Agama Kristen pada dasarnya melarang pengikutnya 

untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin 

Kristen tujuannya adanya perkawinan adalah untuk mencapai 

kebahagiaan antara suami istri dan anak-anak dalam lingkup rumah 

tangga. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jugakembali 

ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak 

                                                           
23

 Ibid, hlm. 91. 
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ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 UU Perkawinan harus 

dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah 

berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada 

instansi yang berwenang baik KUA untuk yang beragama Islam 

ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan 

tersebut belum diakui sah oleh negara.
24

 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik bahwa bagaimana 

hukum wali nikah beda agama menurut hukum positif di Indonesia 

dalam pendangan maqashid syariah lebih tepatnya menurut ulama 

maqashid syariah klasik dan kontemporer. Maka peneliti mengambil 

judul  untuk peneltian ini adalah “WALI NIKAH BEDA AGAMA 

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KOMPARATIF AS-

SYATIBI DAN JASSER AUDA)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang perlu dikaji. Adapun pokok permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukum wali nikah beda agama menurut prespektif 

Maqashid syariah Asy-Syatibi dan Jasser Auda? 

                                                           
24

 http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-

sintiya-falasy-s-h-cpns-analisis-perkata-peradilan--calon-hakim-2021-pengadilan-

agama-probolonggo. 
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2. Apa faktor yang melatarbelakangi perbedaan hukum wali 

nikah menurut Maqashid Syariah Asy-Syatibi dan Jasser 

Auda? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hukum wali nikah beda agama menurut Asy-

Syatibi dan Jasser Auda. 

b. Mengetahui perbedaan hukum wali nikah beda agama Asy-

Syatibi dan Jasser Auda. 

2. Manfaat peneletian 

a. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

wawasan pengetahuan mengenai hukum wali nikah beda 

agama menurut Asy-Syatibi dan Jasser Auda. 

b. Peneltian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

akademisi maupun praktisi dalam lingkup Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum maupun diluar lingkup Fakultas. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberi suatu informasi 

penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang peniliti 

ambil. Hlm ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertimbangkan 

yang mana dapat memberi tujuan untuk membedakan peneilitian ini 

dengan penelitian terdahulu ataupun sebelumnya. Beberapa hasil 

penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Skripsi Achmad Abidin yang berjudul “Status Wali Nikah bagi 

Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung 
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Menurut Agama Islam”. Didalam skripsi nya penulis mendiskripsikan 

faktor yang melatar belakangi wali nikah bagi anak perempuan yang 

berbeda agama dengan bapaknya dan menurut agama Islam terhadap 

praktis wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan 

bapak kandung. Hasil penelitiannya bahwa dalam keadaan tertentu 

berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti tidak ada wali 

sebagaimana tertib urut-urutan tersebut, atau walinya beda agamanya 

dengan yang di walikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Islam 

sangat melarang wali yang berbeda agama menikahkan anaknya yang 

muslim. Sedangkan dalam hukum perkawinan non-muslim, wali dalam 

perkawinan bukanlah suatu yang mutlak harus ada, boleh dikatakan 

tidak perlu, yang perlu adalah saksi dalam sebuah perkawinan. menurut 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 trntang wali nikah disebutkan pada 

Pasal 6 bahwa bila calon memperlai belum mencapai usia 21 tahun 

harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, bila salah satu dari kedua 

orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyatakannya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Wali 

nikah menurut hukum non-muslim merupakan syarat sahnya nikah, 

namun sifatnya tidak mutlak. Wali hanya diperlukan bila calon 

mempelai belum mencapai usia dewasa, bila calon memperlai sudah 

mencapai usia dewasa kehadiran wali hanyalah sebagai pengawas atau 

pelengkap.
25

 

Skripsi Naharia, “Wali Nikah Beda Agama Prepektif Mazhab 

Sunni dan Syi‟ah”. Didalam skripsinya penulis mendeskripsikan bahwa 

yang berhak menjadi wali nikah adalah sebagaimana yang telah 

                                                           
25

 Achmad Abidin, “Status wali Nikah Bagi Anak Perempuan…….,” hlm. 

56-57. 
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disebutkan dalam skripsi tersebut kecuali hakim. Skripsi ini lebih 

mengedapankan pada proses wali nikah beda agama atau keyakinan 

dalam perkawinan yang sebelumnya pasangan berbeda keyakinan.
26

 

Hasil dari peneltian tersebut adalah perkawinan beda agama yang 

dipahami masyarakat membuat suatu konklusi baru bahwa persoalan 

wali beda agama pun tidak jauh beda dengany. Hlm ini dapat di lihat 

dengan semakin banyaknya perkawinan beda agama yang terjadi. 

Skripsi Desy Restiani “Status Wali  ikah Bagi Muslimah Yang 

Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”. Dalam skripsi 

tersebut penulis melakukan studi kasus di KUA Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Berdasarkan penelitian tersebut, 

peneliti menemukan hampir setiap tahunnya ada yang melakukan 

perwalian perkawinan beda agama. Di tahun 2016 yang melakukan 

perwalian beda agama dengan orangtuanya ada 20 mempelai, masing 

mempelai perempuannya dahulunya beragama non-muslim. Setlah 

ingin menikah mereka masuk Islam.
27

 

Skripsi Achmad Hadi Sayuti “Wali  ikah Dalam Prespektif 

Dua Mazhab dan Hukum Positif”. Di dalamnya membahas salah satu 

syarat nikah yaiitu adanya seorang wali, sebab wali menduduki 

peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun 

perkawinan. Seperti dalam prakteknya dalam suatu perkawinan yang 

mengucapkan “ijab” adalah dari pihak mempelai wanita dan yang 

mengucapkan ikrar “qabul” ialah dari pihak mempelai pria. Oleh 

karena itu disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga 

                                                           
26

 Naharia, “Wali nikah Beda Agama Dalam….,” hlm. 6. 
27

 Desy Restiani, “Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama 

dengan Orangtuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metroyudan Kabupaten 

Magelang),” Skrpsi, IAIN Purwokerto (2018), hlm. 4. 
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dibutuhkan sebagai wakil dari calon mempelai wanita. Akan tetapi 

dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi 

yang berbeda-beda ada yang menyatakan wali harus ada dalam 

perkawinan dan sebaliknya wali tidak lah menjadi rukun dalam suatu 

akad nikah.
28

 Hasil dari penelitian tersebutadalah dalam permasalahan 

kehadiran seorang wali dalam perkawinan sebenarnya kedua mazhab 

(Hanafi dan Syafi‟i) memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan 

memiliki sumber yang sangan akurat, akan tetapi di negara Indonesia 

telah diatur permasalahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

jadi alangkah baiknya permasalahan ini kita kemablikan lagi kepada 

pemerinyah yang sudah jelas mengatur permasalahan perkawinan di 

dalam peraturannya yaitu KHI. 

Penelitian diatas sama-sama membahas tentang wali nikah beda 

agama dengan prespektif yang berbeda-beda. Yang membedakan 

penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada perespektif 

nya. Pada penelitian ini digunakan prespektif Maqashid dari dua tokoh 

yaitu Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda. 

 

E. Kerangka Teori 

Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 

batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan 

peneltian yang akan dilakukan. Kerangka teori dibuat untuk menjadi 

pisau analisis terhadap masalah penelitian.
29

 Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan teori maqashid syariah, Maqashid syariah 

adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan 
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 Achmad Hadi Sayuti, “Wali nikah Dalam Prespektif…..,” hlm. 58.  
29

 Beni Ahmad Saebani, Metode Peneltian Hukum, (Bandung, Pustaka Setia, 

2008), hlm.126. 
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hukum Islam, atau dengan bahasa yang sederhana maqashid syariah 

adalah maksud dan tujuan di syariatkanya hukum.
30

 

Maqashid Syariah adalah salah satu cara menentukan hukum 

yang tidak ada dalam Al-Qur‟an dan hadits, dengan cara ini hukum 

ditentukan untuk kemaslahatan umat seperti contoh menikah itu 

termasuk menjaga kemaslahatn yaitu menjaga keturunan karena dengan 

menikah itu akan mendapatkan keturunan yang sah menurut agama. 

Para ulama terdahulu, dari berbagai mazhab telah menjadikan 

maqashid syariah sebagai pembahasan pada karya-karya fikih mereka, 

Al-Ghazali adalah salah satu ulama terdahulu yang telah mencurahkan 

perhatiannya terhadap materi maqashid ini.
31

 Pada perkembangannya, 

pembahasan tentang maqashid ini berkembang menjadi pembahasan 

yang lebih luas dengan munculnya Asy-Syatibi sebagai ulama  

maqashid syariah klasik dan Jasser Auda dengan maqashid syariah 

kontemporer. 

Maqashid syariah merupakan metode yang luar biasa untuk 

mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai sendi 

kehidupan. Namun teori ini mengalami degradasi sebagaimana 

menimpa teori-teori lain. umat Islam lebih banyak menghafal, dengan 

contoh lama ketimbang menggunakan pisau analisa. Bahkan sakralisasi 

menyebabkannya menjadi beban sejarah.
32

 

Asy-syatibi dengan maqashid syariah klasiknya yang 

dikelompokkan menjadi tujuan syariah dan tujuan mukallaf. Maqashid 

                                                           
30

 Nurhayati, Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Depok, Prenadamedia 

Group, 2017), hlm.75. 
31

 Fathur Rohman “Maqashid Al-Syariah Dalam Perspektif Asy-Syatibi”, 

Isti‟dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4:2 (Juli-Desember, 2017), hlm 164. 
32

 Alvan Fathony, “Maqashid Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori 

Pmebentukan Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2:2 (Juli-

Desember, 2018), hlm. 270. 
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syariah (tujuan Tuhan) mempunyai empat aspek yaitu: tujuan awal dari 

syariat yakni kemaslahatan di dunia dan akhirat (berkaitan dengan 

muatan dan hakikat maqashid syariah), syariat sebagai sesuatu yang 

harus dipahami (berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat 

dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya), syariat 

sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan (berkaitan dengan 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk 

melaksanakannya), dan tujuan syariat adalah membawa manusia 

kebawah naungan hukum (berkaitan dengan kepatuhan manusia 

sebagai mukallaf dibawah dan terhdap hukum-hukum Allah atau dalam 

istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan 

manusia dari kekangan hawa nafsu).
33

 Maqashid mukallaf terbagi 

menjadi tiga tingakatan yaitu dahruriyyah, hajiyyat dan tahsiniyyah. 

Dimana ketiga tingkatan itu saling melengkapi tingkatan yang lainnya. 

Jasser Auda dengan maqashid syariah kontemporernya lebih 

mementingkan kepentingan individual umat. Jasser Auda berusaha 

menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan maqashid syariah. 

Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang 

berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan 

seimbang. Hlm inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana 

sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar 

berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam 

upaya mengembangkan konsep maqashid di era baru ini, yang 

membedakan Auda dari pemikir Muslim kontemporer lainnya adalah 

                                                           
33

 Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam 

Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqqat,” Jurna Al-Mabsutl, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, Vol. 15:1 (Maret, 2021), hlm. 35. 
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diajukannya konsep human development sebagai target utama dari 

maslahah (public interest). Maslahah inilah yang semestinya jadi 

sasaran dari maqashid syariah dalam merealisasikan studi ilmu hukum 

Islam yang komprehensif.
34

 Perubahan pandangan dari teori maqashid 

terdahulu kepada teori maqashid baru terletak orentasi cakupan 

keduanya. Cakupan dan orentasi maqashid lama lebih pada protection 

(perlindungan) dan preservation (penjagaan dan pelestarian), 

sedangkan orentasi dan cakupan maqashid baru lebih menekankan pada 

development (pembangunan dan pengembangan) dan right (hak-hak). 

Dalam bukunya Jasser menggunakan 6 fitur epistimologi 

hukum Islam kontemporer yaitu kognisi, wholeness, self-renewal, 

interrelate hierarchy, multi-dimentionality dan purposefulness. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian adanya metode merupakan sebuah 

keharusan, untuk menjelaskan metode yang akan menjadi kajian 

ilmiah. Bertujuan agar endapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan 

masalah yang di paparkan. Metode juga bertujuan untuk membatasi 

ruang gerak dan batasan dalam sebuah pembahasan. Dalam penelitian 

ini penulis akan akan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang 

mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library 

resreach). Secara definisi, library resreach adalah atau studi 

kepurtakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

                                                           
34

 Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid…..”, 

hlm. 219 
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metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta 

mengolah bahan penilitiannya. Sedangkan deskriptif adalah 

mengambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif penelitian perpustakaan. 

Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data lewat 

bantuan beragam material di perpustakaan. Mulai dari buku, jurnal, 

makalh, dan tulisan lainnya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah 

pendekatan perbandingan (comparative). Studi perbandingan 

hukum merupakan kegiatan untuk membandingan hukum dari satu 

hukum dengan hukum yang lainnya atau dari hukum menurut suatu 

kelompok dengan kelompok yang lain.
35

 

4. Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk mendapatkan teori-

teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan yang ditulis 

dalam penelitian ini. Sumber data yang diambil dari buku-buku, 

jurnal, skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah 

buku yang ditulis oleh dua tokoh yaitu Al-Muwafaqat dan 

Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System 

Approach. 

 

 

                                                           
35

 Peter Mahmud Marzuki, “Peneltian Hukum”, Ed 1 Cet. Ke-3 (Jakarta: 

Kencana, 2007), hlm. 133. 
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5. Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini 

adalah dengan analisi deskriptif dan analisis komparatif. Analisis 

deskriptif yaitu dengaan pencarian data untuk menjelaskan objek 

yang diteliti secara sistematis. Kemudian setelah di deskriptsikan 

makan akan di komparasikan dengan data-data yang bersangkutan 

untuk ditarik kesimpulannya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skrispi ini dibagi mejadi lima bab. Kelima bab 

tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: 

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab 

yaitu,  pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

Bab II, berisi pembahasan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teori Maqashid Syariah. 

BAB III, berisi tentang tinjauan umum wali nikah dalam 

pernikahan. 

BAB IV, berisi analisis Maqashid Syariah Asy-syatibi dan 

Jasser Auda tentang wali nikah beda agama. 

BAB V, merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan berisikan poin penting dan hasil dari rumusan 

masalah yang diuraikan dalam penelitian ini. Selanjutnya saran yang 

berisikan refleksi atas pendalaman pada penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan pengembangan terhadap pesoalan yang sedang diteliti. 



 
 

70 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan yang telah tetulis, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Maqashid Syariah sebagai tujuan hukum Islam, 

dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut beberapa cara salah 

satunya metode ijtihad. Jika diterapkan dengan kasus wali nikah beda 

agama, maka akan beretentangan dengan konsep pemeliharaan agama 

(hifdz ad-din) sebagai salah satu yang terpenting, karena pemeliharaan 

agama adalah tujuan utama hukum Islam. 

 Menurut Asy-Syatibi wali nikah termasuk dalam hifdz nasl 

(menjaga keturunan), yang mana jika tidak ada wali maka pernikahan 

tidak bisa dilaksanakan karena wali adalah salah satu rukun nikah. Jika 

salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan batal. Tetapi 

wali yang berbeda agama dengan mempelai perempuan juga tidak bisa 

menjadi wali nikah, karena syarat wali nikah adalah beragama Islam. 

Jika wali yang paling dekat dengan mempelai perempuan tidak ada 

yang beragama Islam maka ia boleh menggunakan wali hakim. 

 Menurut maqashid Jasser boleh menikah dengan wali yang 

berbeda agama, karena cakupan maqashid Jasser lebih menekankan 

kepada development dan right (hak-hak). Sedangkan cakupan dan 

orientasi maqashid lama lebih pada protection (perlindungan) dan 

preservation (penjagaan dan pelestarian). 

Faktor yang membedakan hukum dari kedua tokoh tersebut terletak 

pada zaman. Asy-Syatibi dengan maqashid klasiknya sedangkan Jasser 

Auda dengan maqashid kontemporernya. Pada zaman Asy-Syatibi para 

ulama masih memementingkan kepentingan bersama, maka dari itu 



 
  

71 
 

dengan maqashidnya perwalian beda agama tidak dibolehkan karena 

bisa merusak pelestraian agama. Sedangkan Jasser Auda yang hidup 

dizaman kontemporer yang lebih mementingkan maslaah individu  

sudah muncul fenomena hukum yang baru salah satunya dalam 

pernikahan. 

 

B. Saran 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian 

yang telah di paparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-

saran untuk peneliti selanjutnya, bahwa penelitian dengan metode 

selain library research peneliti selanjutnya juga dapat melakukan 

penelitian dengan metode lapangan. Dengan hal itu, peneliti memilih 

kesempatan untuk melihat dan mengalami secara langsung aktivitas 

dan perilaku dari objek penelitian dan memperoleh data lapangan yang 

lebih lengkap, kemudian dapat menganalisis fenomena yang terjadi 

dengan penelitian yang mendalam. Selanjutnya Univeristas diharapkan 

memuaskan pengguna perpustakaan dengan menambah koleksi-koleksi 

buku mengenai Maqashid Syariah dalam bahasa Indonesia 
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